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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah Surabaya telah 

menerapkan kedua regulasi yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 109 mengenai Akuntansi untuk Zakat, Infak, dan sedekah. Dan juga 

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pemberian 

izin kepada Yayasan Dana Sosial Al – Falah sebagai Lembaga Amil Zakat 

Nasional. dimana indikator yang sesuai dengan kedua regulasi tersebut telah 

dilakukan untuk dapat dikatakan sebagai Lembaga yang belum sepenuhnya 

menerapkan good corporate governance. Indikator yang mencakup kedua 

regulasi tersebut sebagai berikut : 

1. Mekanisme Penghimpunan Dana 

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah dalam melakukan 

penghimpunan dana telah melakukan pengadministrasian perolehan zakat, 

infak, dan sedekah. Dan juga memberikan bukti setor zakat, infak, dan 

sedekah kepada para donatur. Hal ini sesuai dengan SK Menteri Agama RI 

No. 524 tahun 2016. Hal ini dimaksudkan agar para donatur dapat memahami 

proses bertransaksi, dan menumbuhkan kepercayaan dari para donatur bahwa 

dana yang diberikan benar – benar telah masuk ke kas lembaga dan tidak 
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disalahgunakan. Dan pilihan atau metode penyerahan dana juga di mudahkan 

bagi para calon donatur maupun donatur, seperti dana dijemput di rumah 

maupun via transfer. Dan SOP yang dimiliki lembaga Yayasan Dana Sosial 

Al – Falah Surabaya terkait dana yang dijemput tidak diperkenankan dibawa 

pulang ke rumah oleh tim penjemput juga memberikan keamanan bagi para 

donatur.  Peneliti menemukan bahwa ketidaksesuaian antar narasumber dalam 

memberikan  penjelasan mengenai mekanisme penghimpunan dana. 

2. Pencatatan, Pengukuran dan Pengakuan Dana 

Semua dana yang diberikan oleh donatur terkait pencatatan dan 

penempatannya telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Hal ini 

terlihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga Yayasan Dana Sosial 

Al – Falah yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, 

dan laporan perubahan aset kelolaan. Meskipun dana diterima akan menjadi 

satu bukan merupakan masalah karena lembaga telah memiliki jumlah untuk 

masing – masing penyaluran. Zakat yang diterima dari donatur YDSF atau 

muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat yang diterima telah 

diakui sebagai dana amil untuk bagian dana zakat untuk bagian non amil, 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat 

sebesar jumlah yang diserahkan. Semua dana yang terkumpul dari berbagai 

macam jenis pembiayaan akan tetapi dana tersebut di kumpulkan dan 

pencatatannya sudah dibedakan, bisa dikatakan pola penghimpunan dana di 

lembaga YDSF menggunakan sistem Pooling Of Fund. 



60 
 

 
 

 

3. Control Internal dan Pengawasan 

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah dapat dikatakan 

lembaga yang amanah karena lembaga telah menerapkan control internal dan 

pengawasan berdasarkan ketentuan regulasi tepatnya yaitu berdasarkan 

keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 524 tahun 2016 dimana 

lembaga telah melaksanakan tugas atau kewajiban yang dimiliki dimana 

kewajiban yang keempat yakni telah dilakukannya audit dari pihak lembaga 

sendiri akan tetapi menggunakan outsource, unit yang bertugas untuk 

melakukan audit terkait laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS di lembaga 

Yayasan Dana Sosial Al – Falah memiliki nama Satuan Pengawas Internal. 

Dengan tugas yang diemban yakni mengontrol, mengawasi dan 

mengevaluasi. 

4. Pengungkapan dan Transparansi Laporan Keuangan 

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 524 tahun 2016, memberikan kewajiban bagi Yayasan Dana 

Sosial Al – falah Surabaya untuk melakukan transparansi terkait laporan 

pelaksanaan ZIS untuk dimuat di media massa nasional, hal tersebut tidak 

dilakukan dan hanya memberikan informasi tersebut hanya pada majalah Al-

falah. 
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Sumber indikator yang digunakan untuk menilai prinsip good 

corporate governance pada lembaga Yayasan Dana Sosial Al – Falah ada 

yakni penerapan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 

524 mengenai pemberian izin kepada Yayasan Dana Sosial Al – Falah 

Surabaya sebagai lembaga amil zakat Nasional. dari indikator tersebut 

diringkas menjadi 4 poin utama yakni mekanisme penghimpunan dana, 

pencatatan, pengakuan dan pengukuran dana, control internal dan 

pengawasan, kemudian pengungkapan dan transparansi laporan keuangan. 4 

poin utama indikator tersebut telah menunjukkan bahwa Yayasan Dana 

Sosial Al – Falah kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip good 

corporate governance  yakni Tranparansi, Independensi, Akuntabilitas, 

Responbilitas dan masih belum sesuai dengan kebijaksanaan umum 

perusahaan yakni amanah, profesional, transparan, independen, adil, 

responsif, dan kooperatif. 

Pembekuan atas BAS Kota Surabaya oleh Ibu Tri Rismaharini 

karena adanya penyelewengan dana, mungkin akan memberikan rasa tidak 

percaya kepada donatur dan calon donatur. Untuk mengatasi hal tersebut 

warga Kota Surabaya bisa memilih opsi yakni lembaga YDSF sebagai 

tempat untuk memberikan dana ZIS nya, karena lembaga YDSF sendiri telah 

mempunyai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 524 

tahun 2016 dan didukung dengan penelitian terdahulu Siti Wasila (2013) 

yang meneliti mengenai akuntabilitas di lembaga YDSF Kota Surabaya telah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 akan tetapi 
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lembaga  masih belum memahami secara keseluruhan karena masih baru 

berlakunya PSAK No 109. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian berjudul “Penerapan Good Corporate Governance 

Pada Penghimpunan DanaZakat di Lembaga “YDSF” Kota Surabaya” ini 

memiliki keterbatasan sehingga informasi yang diterima oleh peneliti masih 

butuh perbaikan. Keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti selama 

melakukan penelitian yakni sebagai berikut : 

- Sedikitnya waktu yang dimiliki oleh peneliti yang dilakukan 

bertepatan dengan akhir periode, dimana pada periode untuk 

lembaga melakukan rekap dan pembukuan. 

- Peneliti hanya di berikan waktu 1 bulan untuk melakukan 

penelitian, akan tetapi waktu tersebut banyak dipergunakan untuk 

menunggu kedatangan narasumber dari luar kota. 

- Durasi tatap muka dengan narasumber sangat terbatas, jumlah 

narasumber yang memiliki waktu terbatas hanya pada beberapa 

orang. 
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5.3 Saran 

 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti memiliki saran guna bagi 

penelitian yang akan datang, yang akan membahas mengenai akuntabilitas 

zakat, yakni sebagai berikut : 

- Menentukan dari awal lembaga amil zakat mana yang akan 

dijadikan sebagai objek penelitian dan lebih di utamakan jika 

telah mendapatkan izin dari lembaga yang digunakan sebagai 

objek penelitian. 

- Meminta menambahkan narasumber kepada lembaga untuk 

menambah jumlah waktu tatap muka dengan narasumber, 

dikhawatirkan narasumber yang lain tidak berada ditempat. 

- Menambahkan rentang waktu kontrak dengan lembaga, 

setidaknya waktu 3 bulan untuk memperoleh data wawancara 

yang akurat. 
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